BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan

pelayanan kesehatan warga binaan perspektif Siyasah Tanfiziyah (Studi di

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIb Bengkulu), dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan di Lapas Perempuan Kelas [IB Bengkulu belum
memenuhi standar yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
Pelayanan bersifat reaktif dan kuratif, dengan hanya satu perawat harian
dan dokter yang hadir dua kali seminggu. Prosedur rujukan berbelit
sehingga menimbulkan keterlambatan penanganan. Warga binaan hamil
dan menyusui tidak mendapat fasilitas yang layak tidak ada ruang khusus,
bidan tetap, layanan antenatal rutin, maupun ruang laktasi. Program
kesehatan jiwa praktis tidak berjalan. Kondisi ini diperparah oleh enam
kendala sistemik: kekurangan tenaga kesehatan, keterbatasan anggaran,
minimnya sarana diagnostik, overcrowding, kurangnya sensitivitas gender,
dan rendahnya kesadaran kesehatan warga binaan.

2. Dalam perspektif Siyasah Tanfiziyah, kondisi tersebut mencerminkan
belum terpenuhinya tiga kewajiban pokok pemerintah: perencanaan (al-
takhthith), pelaksanaan (al-tanfiz), dan pengawasan (al-muragabah).
Negara sebagai pemegang amanah wajib menjaga jiwa warga binaan

berdasarkan prinsip hifz al-nafs dan menghilangkan segala bahaya
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berdasarkan kaidah dl-dlararu yuzal! Prinsip mashlahah dlaruriyyah
menempatkan layanan kesehatan dasar sebagai kewajiban yang tidak dapat
ditunda. Praktik pemborgolan saat persalinan yang ditemukan dalam
penelitian ini merupakan pelanggaran nyata terhadap karamah insaniyyah
(kemuliaan manusia) yang dijamin dalam QS. Al-Isra: 70. Kesenjangan
antara regulasi yang sudah lengkap dengan implementasi yang lemah
adalah bukti bahwa tanfiz belum dijalankan dengan penuh amanah dan
tanggung jawab.
B. Saran

1. Kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu melakukan penambahan
serta pemerataan sumber daya manusia di Lapas Perempuan Kelas IIB
Bengkulu, khususnya tenaga kesehatan dan petugas pemasyarakatan.
Keterbatasan jumlah pegawai berpengaruh terhadap optimalisasi
pelayanan kesehatan dan pembinaan warga binaan.

2. Perlu mengusulkan penerimaan pegawai baru, terutama tenaga kesehatan
seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan reproduksi
perempuan. Penambahan pegawai tersebut diperlukan untuk menjamin
terpenuhinya hak kesehatan warga binaan perempuan secara optimal.

3. Hendaknya pengangkatan dan promosi pegawai dilakukan secara objektif
berdasarkan kompetensi, profesionalitas, dan kinerja. Sistem promosi yang
transparan akan meningkatkan motivasi kerja pegawai serta mendorong
peningkatan kualitas pelayanan kepada warga binaan. Selain itu,

penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya akan mendukung
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efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, khususnya
dalam pelayanan kesehatan warga binaan perempuan.

Hendaknya Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu perlu memperkuat kerja
sama dengan dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan organisasi
profesi kesehatan guna memastikan akses pelayanan kesehatan yang

berkelanjutan bagi warga binaan.
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